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LIPUTAN MONEV: Wabah. QOVID_—19 di _IndoneS|a tak kunjung mereda dan
Liputan High-level Political Forum saat ini lebih .darl 20 daerah sudah mene_rapkan
(HLPF) 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB di masa

PROFIL: kedua ini tentu makin menekan ekonomi kita. Di tengah
Indonesian Development Evaluation wabah dan tekanan ekonomi tersebut, bahkan Badan
Community (INDEC) Meteorologi, Klimatologi dan  Geofisika (BMKG)

BELAJAR MONEV: mengumumkan bahwa tahun 2020 ini ada ancaman
Real World Evaluation kekeringan hingga Oktober. Ancaman kekeringan sebagai

KEGIATAN MONEYV Studio: akibat perubahan iklim tahun ini menjadi istimewa karena

* Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun bersamaan dengan terjadinya wabah COVID-19 dan krisis
Meta Data RKP Pusdatin-Bappenas ekonomi yang dibawanya. Krisis pangan menjadi tidak

* APEA — Asia Pacific Regional Evaluation mustahil. Kementerian Pertanian mencatat bahwa selama
Action Plan Development kurun waktu 20 tahun mulai 1980 - 2010 petani telah

» Konsultasi Nasional ADB dan CSO di

. ) - mengalami gagal panen atau puso dan penurunan
Indonesia mengenai Kerangka Kebijakan 9 9ag b P P

Penanganan Pandemi COVID-19 produktivitas panen karena ketidakpastia_n(anomali cuaca.

- Peningkatan Kapasitas MONEV Program Luas Iaha_n yang terkepa dampak puso ini sekitar 20.269
YESS Pusdiktan-Kementan hektar di seluruh wilayah Indonesia dan penurunan
produktivitas panen mencapai 20% pada 2018. Hal ini

MONEV NEWS INDONESIA makin parah karena kebiasaan petani membakar lahan di
saat musim kering mengakibatkan kebakaran hutan dan

Diterbitkan oleh: lahan (karhutla) yang cukup serius.
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Pemimpin Redaksi/ Adaptasi perubahan iklim oleh petani dan mereka yang
Penanggungjawab: Umi Hanik rentan terdampak dengan budidaya baru sangat mungkin
Koordinator: Dwi Fajar Sejati tercapai jika dimonitor dan dievaluasi (MONEV) secara
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menjangkau area kebijakan, mulai dari proses perencanaan
hingga pelaksanaan yang lebih luas. Proses pelaporan
informasi adalah kesempatan strategis untuk analisa kritis,
mencermati adanya perubahan atau tidak, apakah ada
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pembelajaran dan praktik baik sehingga
pengambilan keputusan dapat didasarkan pada
informasi yang dapat diandalkan. MONEV
adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan
kepedulian pemangku kepentingan tentang
risiko dan kerentanan perubahan iklim dengan
melakukan penilaian risiko iklim secara berkala,
menilai apakah intervensi adaptasi telah
mencapai tujuannya, dan pembelajaran lalu
untuk memperkuat perencanaan dan penguatan
adaptasi dari waktu ke waktu makin membaik
atau tidak. MONEV telah diakui sebagai
komponen penting dari respons adaptasi
nasional (OECD, 2017).

Namun memang isu karhutla sangat kompleks
karena isu lingkungan ini juga berdimensi
hukum dan bisnis. Tidak hanya petani yang
belum adaptif terhadap perubahan iklim yang
diduga menjadi penyebab karhutla, namun juga
korporasi yang sejak tahun 2018 dan 2019 telah
diajukan ke pengadilan untuk diproses secara
hukum guna menimbulkan efek jera. Karenanya,
intervensi adaptasi selain perlu didorong
dengan MONEV, juga perlu pendekatan koersif
melalui pemidanaan hukum.

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) karhutla dalam 3 dekade
terakhir salah satunya terkait dengan lemahnya
kapasitas pemerintah dalam mengawasi tata
guna lahan. Diperkirakan lebih dari 20.000
hektar lahan telah terbakar di tahun 2019 dan
makin kesini makin mengkhawatirkan. Dari
MONEV karhutla, seharusnya pemerintah

memiliki kemampuan mencegah kejadian yang

sama tahun 2020 dan masa depan dengan
mengembangkan teknologi modifikasi cuaca
(TMC) sebelum terjadi titik api.

Selain itu strategi pencegahan dan mitigasi
didarat dan kemampuan brigade pemadam api
dibawah kementerian lingkungan hidup perlu
dievaluasi.  Pemerintah  harus  memiliki
komitmen untuk mencegah karhutla melalui
upaya telaah ulang sebab-sebab kebakaran
terjadi terutama peristiwa yang melibatkan
korporasi, dugaan liberalisasi perijinan, motif
ekonomi yang mengabaikan hukum dan
lingkungan. Pemerintah memiliki otoritas untuk
menegakkan hukum lingkungan, khususnya
dampak buruk asap terhadap kesehatan
manusia dan mahluk hidup lainnya, kerugian
ekonomi, transportasi dan lainnya yang makin
menekan ekonomi kita di masa krisis akibat
wabah COVID-19.

Upaya mencegah karhutla perlu pendekatan
koersif selain mendorong para pihak untuk
beradaptasi dan melalui MONEV. Kasus
pelaporan karhutla masih banyak yang kurang
mendapat perhatian. Padahal upaya hukum ini
sangat strategis untuk memberikan efek jera
bagi pelaku dan mencegah peristiwa karhutla
dimasa mendatang. Idealnya keputusan
Pengadilan terhadap individu maupun korporasi
yang bersalah harus menjadi benchmarking dan
pembelajaran untuk mencegah kejadian yang
sama dimasa depan. Pemidanaan korporasi
pelaku karhutla dapat dijerat dengan KUHP dan
UU Lingkungan Hidup, UU RUTR dan
pelanggaran pasal UU terkait lainnya.




LIPUTAN MONEV :

Dwi Fajar Sejati

High Level Political Forum (HLPF) 2020
berlangsung dari tanggal 7 hingga 17 Juli 2020.
HLPF tahun ini dilangsungkan dengan nuansa
yang berbeda dengan tahun sebelumnya,
terutama karena diselenggarakan dalam masa
pandemi COVID-19, sehingga acara
dilangsungkan secara digital. Seluruh rangkaian
acara HLPF 2020 juga dapat diakses online
melalui United Nations TV Live.

Tema yang diangkat pada HLPF tahun 2020
adalah “Accelerated action and transformative
pathways: realizing the decade of action and
delivery for sustainable development” dengan
fokus pada evaluasi dan revisi dari agenda
SDGs pada tahun 2030. Para peserta
mendiskusikan  kemajuan pencapaian 17
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
yang telah diimplementasikan, terutama
dampak dan kesulitan yang diciptakan oleh
pandemi COVID-19.

Negara-negara tersebut juga menyepakati
serangkaian tindakan baru untuk mempercepat
dan memastikan pencapaian tujuan-tujuan
SDGs selama dekade aksi berlangsung. Analisis
kemajuan pencapaian SDGs sejak tahun 2016
dituangkan pada Laporan Pembangunan
Berkelanjutan Global yang disiapkan oleh
kelompok ilmuwan independen, berjudul Masa
depan sekarang. Illmu untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan.

Laporan-laporan yang disampaikan pada HLPF
menunjukkan bahwa ketercapaian SDGs pada
tahun 2030 ini membutuhkan intervensi khusus,
serta kerjasama seluruh pihak agar seluruh
capaian dapat terpenuhi dengan baik. Laporan
Pembangunan Berkelanjutan Global
menunjukkan bahwa ada beberapa potensi
strategi yang dapat dilakukan  untuk
mempercepat capaian SDGs.

Dalam menjalankan strategi-strategi tersebut,
upaya individual dan institusi  harus
diintegrasikan secara menyeluruh dengan
agenda SDGs. Dengan memahami hal ini, maka
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identifikasi dapat dilakukan secara menyeluruh
untuk melihat kesenjangan upaya yang timbul,
atau kesenjangan capaian SDGs tertentu yang
terjadi.

Meningkatkan kesejahteraan dan
kemampuan manusia

Membangun ekonomi yang adil dan
berkelanjutan

(% Mempromosikan pembangunan perkotaan

] dan peri-urban yang berkelanjutan

Pada HLPF tersebut juga dibahas mengenai
dampak pandemi COVID-19 yang dialami
negara-negara. Menurut Departemen Urusan
Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNDESA), walaupun benar bahwa
dampak krisis yang terjadi akibat pandemi
mungkin tidak dapat diketahui dengan pasti
pada periode waktu tertentu, namun evaluasi
dan analisis awal menunjukkan hilangnya
banyak nyawa dan mata pencaharian yang
mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan.
Setiap negara harus merancang solusi untuk
kebutuhan dan prioritas khusus masing-masing.
Keberhasilan upaya ini, sebagaimana
ditekankan juga oleh Agenda 2030, akan
bergantung pada kerja sama pemerintah,
lembaga, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Menciptakan sistem dan standar pangan
berkelanjutan untuk nutrisi sehat

Mencapai dekarbonisasi energi dan akses
universal ke energi

%

Mengedepankan nilai-nilai umum
lingkungan global

S, HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM
%™ ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Reference :

+ Maria Victoria Espada, Dianova : https://www.dianova.org/news/hlpf-2020/

« United Nations Youtube Channel : Opening of the 2020 High-level Political
Forum on Sustainable Development (HLPF 2020)
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m BELAJAR MONEYV :
o Real World Evaluation

Gusti Rosvia Wardhani

Apa itu Real World Evaluation (RWE)?

Pendekatan RWE merupakan pendekatan pada

evaluasi yang memastikan Reality Check pada

berbagai kemungkinan kondisi atau kenyataan

yang menjadi tantangan dalam melakukan

evaluasi. Berikut adalah beberapa alasan

kenapa kita perlu melakukan assesment

terhadap kondisi riil yang ada:

 Seringkali, penyusun kegiatan tidak berfikir
secara evaluatif, dimana kegiatan evaluasi
tidak direncanakan sampai akhir;

» Tidak ada data dasar — atau tidak ada satu

data yang bisa dijadikan acuan saat
melakukan kegiatan evaluasi;

» Tidak ada control group atau group
pembanding;

» Terbatasnya waktu dan sumberdaya untuk
mendukung evaluasi;

 Klien mempunyai harapan sendiri terkait apa
yang seharusnya dilaporkan dalam hasil
evaluasi.

Kenapa pendekatan RWE diperlukan?

Banyak stakeholder yang tidak memahami
evaluasi; sehingga tidak mempercayai proses
evaluasi yang dilakukan; atau bahkan
memandang  kegiatan  evaluasi  sebagai
ancaman, contoh: merasa terhakimi atas upaya
yang telah dilakukannya.

Berbagai hambatan yang dihadapi dalam
melakukan kegiatan evaluasi membuat design
kegiatan evaluasi yang ideal tidak dapat
dilaksanakan, seperti kegiatan: membandingkan
kondisi sebelum dan sesudah evaluasi, group
control, pengembangan dan test instrument
dengan layak, seleksi sampel secara acak,
mengendalikan bias yang datang dari peneliti,
pendokumentasian metodologi evaluasi secara
menyeluruh dan masih banyak lagi.

Bagaimana melaksanakan RWE?

Pendekatan evaluasi RWE terdiri dari beberapa
tahap sebagai berikut:
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Perencanaan dan menentukan
ruang lingkup dari evaluasi;

/4 Mengatasi adanya hambatan
terkait anggaran;

!

Mengatasi adanya hambatan
terkait waktu;

Mengatasi adanya hambatan
terkait data; dan

Mengatasi adanya hambatan
politis.

Pendekatan RWE ditutup dengan melakukan
penilaian dan bertindak dengan menggunakan
kekuatan sekaligus mengatasi kelemahan dari
suatu rancangan kegiatan evaluasi.

Bagaimana seorang evaluator memahami RWE?

Pendekatan RWE dapat diterapkan pada setiap
tahap desain dan implementasi evaluasi tipikal.
Evaluator membutuhkan pemahaman yang
jelas tentang kebutuhan dan harapan klien dan
pemangku kepentingan serta lingkungan politik
evaluasi. Penting untuk mempertimbangkan
dinamika kekuasaan dan hubungan para
pemain kunci dalam proyek tersebut. Orientasi
filosofis atau metodologis juga harus diakui.
Mendefinisikan teori eksplisit atau implisit atau
model logika dari proyek yang akan dievaluasi
sangat penting. Model ini harus mencakup
tahapan berikut: desain, masukan, proses
implementasi, keluaran, hasil, dampak dan
keberlanjutan. Tujuh desain RWE yang paling
banyak digunakan mulai dari eksperimental
semu longitudinal, pra-tes akhir tanpa kontrol,
hingga penilaian akhir proyek sederhana tanpa
kelompok dasar atau pembanding.

Pertimbangan lebih lanjut adalah termasuk
dengan  merampingkan desain  evaluasi,
mengidentifikasi analisis dan perbandingan apa
yang penting dan menilai ancaman terhadap
validitas dan kecukupan desain yang berbeda.

Tulisan ini diadaptasi dari buku “RealWorld Evaluation:
Working Under Budget, Time, Data, and Political
Constraints” karangan Michael Bamberger, Jim Rugh,
and Linda Mabry. Ketiganya merupakan evaluator yang
telah lama berkecimpung di bidang evaluasi, khususnya
pada program-program pembangunan.
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Dini Ajani Putri, Dwi Fajar Sejati, Nailul Farih

Komunitas Evaluasi Pembangunan Indonesia

(InDEC) adalah suatu organisasi profesi
evaluasi independen. InDEC diprakarsai oleh:
Dwiagus Stepantoro, Dadang Solihin, dan Umi
Hanik. Bermula dari kerjasama evaluasi
program pembangunan yang dilakukan oleh
Dadang Solihin, yang saat itu menjabat sebagai
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah,
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) dengan Umi Hanik
sebagai konsultan evaluasi pada tahun 2009.
Keduanya lalu berdiskusi mengenai kondisi
evaluasi pembangunan yang ada di Indonesia
dan bersama dengan Dwiagus, yang telah
berkecimpung di dunia evaluasi sejak lama.
Ketiganya merasa bahwa semakin  banyak
permintaan pendampingan pelaksanaan
kegiatan evaluasi dan potensi pekerjaan di area
Monitoring & Evaluasi (M&E), sehingga
diperlukan wadah bagi para evaluator di
Indonesia untuk semakin berkembang dan
dinamis di tengah perubahan era.

Pada kesempatan ini, MONEV News Indonesia
berkesempatan untuk mewawancarai dua tokoh
kunci pendiri InDEC, yaitu Dwiagus Stepantoro

(A) dan Dadang Solihin (D) tentang
perkembangan InDEC dan dunia M&E di
Indonesia.

Apa dorongan utama lahirnya InDEC pada saat
itu?

A: Ide awal dan yang utama sebenarnya lahir
dari Jakarta Commitment di tahun 2009.
Sebagai buah dari penandatanganan tersebut,
mitra  pembangunan internasional yang
membantu Indonesia saat itu berkomitmen
untuk menggunakan sistem M&E dalam setiap
laporan  kegiatan untuk mengedepankan
transparansi, terutama  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban pembiayaan yang
dilakukan. Kami melihat itu sebagai suatu
peluang dan potensi untuk  semakin
mengembangkan M&E di Indonesia.

D: Selain itu, sebagai pelaksana pembangunan,
saya juga melihat peluang bahwa komunitas ini
dapat menjadi salah satu kunci dalam
meningkatkan literasi tentang M&E di Indonesia

| N

dan berperan lebih tajam dalam perkembangan
M&E di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi,
arah dan haluan InDEC didasarkan pada

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) organisasi yang telah disahkan saat
Kongres | di bulan Januari 2012.

Lalu bagaimana tantangan mengembangkan
InDEC selanjutnya?

A: Cukup sulit ya. Biasanya seseorang mau ikut
berorganisasi jika memperoleh insentif yang
tepat. Untuk itu, kami memikirkan insentif apa
yang tepat bagi para evaluator di Indonesia
untuk mau bergabung di InDEC. Pada 4 Juni
2009 setelah INDEC berhasil membuat deklarasi
publik tentang pendiriannya, kami berupaya
memikirkan strategi yang tepat agar InDEC
semakin berkembang, mulai dari bergabung
dengan International Organisation  for
Corporation Evaluation, mengaktifkan diskusi
bersama dengan beberapa instansi daerah, dan
melakukan promosi di website dan media sosial
seperti Facebook dan Twitter. Semua upaya ini
dilakukan agar para anggota semakin yakin

untuk  bergabung dengan InDEC dan
memperoleh insentif yang cukup untuk
mengembangkan kapasitasnya sebagai

seorang evaluator.

Berapa anggota InDEC saat ini, mas? Apakah
banyak kaum mudanya?

A: Saat ini ada sekitar 110 orang anggota yang
berkomitmen di INDEC. Mereka cukup aktif

@ +62-8588-333-9228
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dalam mengikuti setiap kegiatan kami. Lalu
terkait kaum mudanya, nah ini yang masih
menjadi tantangan bagi kami, bagaimana
strategi menjaring kaum muda. Terus terang,
profesi evaluator belum menarik sepertinya bagi
kaum muda. Bahkan, sedikit sepertinya yang
memahami pentingnya M&E dalam setiap
program pembangunan. Hal ini tentunya karena

sejak dari bangku pendidikan, M&E belum
diperkenalkan secara spesifik dan tidak
tercantum dalam  kurikulum  pendidikan,
sehingga kaum muda, apalagi para fresh

graduates, tentunya tidak familiar dengan M&E.

Tapi, secara umum, individu atau organisasi di
Indonesia ini sebenarnya sudah memahami
pentingnya M&E atau belum?

A: Menurut saya sih belum ya. Belum maksimal.
Menurut saya, kebanyakan institusi di Indonesia
ini masih belum paham makna dan fungsi M&E,
serta menganggap MS&E hanya pelengkap
dalam proses pelaporan kegiatan saja.

Apa yang menyebabkan orang-orang dan
institusi di Indonesia belum aware dengan
M&E? Dan, bagaimana mengaatasi tantangan
ini?

A: Pertama, mungkin karena orang-orang belum
menguasai metode M&E ya. Jadi beranggapan
sulit sekali mengimplementasikan  MQ&E,
sehingga cenderung menghindari. Kedua,
karena tidak paham dan cenderung
mengesampingkan itu, makanya kadang
penerapan MQ&E dianaktirikan dan sering
dibatasi oleh waktu dan biaya.

D: Menurut saya juga karena beberapa proyek
pembangunan sering terikat dengan lembaga
donor, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa
laporan yang dihasilkan akan mempengaruhi
keberlanjutan proyek. Hal yang sama terjadi
juga pada MONEV di pemerintahan, ada
ketakutan bahwa MONEV yang tajam dan
mendetail dapat mengancam posisi seseorang.
Akhirnya, banyak laporan MONEV yang isinya
bersifat normatif untuk menyenangkan salah
satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan ahli
MONEYV eksternal dapat menjadi jawaban untuk
permasalahan bias ini meskipun dalam
prosesnya harus tetap diiringi tim internal.
Pendekatan seperti pada ISO dapat menjadi
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solusi, audit dilakukan oleh pihak eksternal
namun sesuai dengan SOP yang ada sehingga
mengurangi bias yang dapat terjadi.

Pada kondisi pandemi seperti ini, bagaimana
peran M&E?

A: Kondisi pandemi seperti ini sebenarnya saat
yang tepat menurut saya untuk kita bercermin.
Jika saja kita di jiwa masing-masing, terutama
untuk para pengambil kebijakan, sudah terbiasa
dengan proses M&E, tentu kita jadi tahu persis
kelebihan dan kekurangan kebijakan yang telah
kita ambil, dan kita jadi tahu mana kebijakan
yang harus diambil dan disingkirkan di saat-
saat darurat seperti ini.

Terakhir, apa harapan Pak Dadang dan mas
Agus untuk perkembangan M&E di Indonesia
dan peran InDEC dalam pengembangan
tersebut?

A: Harapannya tentu agar penerapan M&E
semakin masif dan lebih diapresiasi lagi di
Indonesia. Lalu agar M&E semakin dikenal
dengan baik di lingkungan kaum muda, salah
satunya mungkin dengan menyertakan M&E
dalam kurikulum pendidikan agar semua pihak
baik kaum muda dan akademisi juga semakin
aware akan pentingnya MONEV.

D: Dan harapan kami juga agar INDEC memiliki

peran yang lebih tajam lagi dalam
perkembangan MONEV di Indonesia.
Sebagaimana yang tadi saya sebutkan untuk
mendorong evaluator eksternal agar

transparansi dan reliabilitas laporan MONEV
dapat teruji, disinilah INDEC sebagai komunitas
diharapkan dapat berperan  mendorong
keterlibatan evaluator eksternal dalam proses
MONEYV di indonesia.

Benedictus Dwiagus Stepantoro
merupakan evaluator ahli yang telah
berkecimpung selama lebih dari 13 tahun
di  dunia  monitoring &  evaluasi
pembangunan. Lulusan Master of Arts
(Urban Management) dari HIS, Erasmus
University  of Rotterdam ini  telah
berkolaborasi dengan banyak organisasi
baik nasional maupun internasional.

Dadang Solihin saat ini menjabat sebagai
Deputi Gubernur Bidang Budaya dan
Pariwisata, Provinsi DKI Jakarta. Pria yang
memulai karirnya sejak tahun 1988 di
Bappenas ini meraih gelar Doctor of
Government Science dari Unpad dan gelar
MA di bidang Ekonomi dari University of
Colorado di Denver, Amerika Serikat.
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Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun Meta
Data RKP Pusdatin-Bappenas — 28 Juli 2020

MONEYV studio pada 28 Juli 2020 diundang oleh
Pusat Data dan Informasi, Bappenas, untuk
menjadi pemateri pada kegiatan peningkatan
kapasitas tim penyusun meta data Rencana
Kerja ~ Pemerintah  (RKP).  Sebagaimana
diketahui, RKP merupakan dokumen
perencanaan yang penting. RKP menjadi acuan
utama pelaksanaan pembangunan tahunan
yang akan dilakukan pemerintah. Untuk itu, data
yang dituangkan dalam RKP harus lengkap dan
valid.

Sesi training yang dilakukan secara online ini
diisi dengan mendiskusikan tentang
perencanaan data  pembangunan  yang
memperhatikan aspek multidimensionalitas,
kompleksitas untuk kebutuhan evaluasi,
transformasi dan  keberlanjutan  dengan
menggunakan studi kasus prioritas program
pencegahan stunting. MONEV Studio terlibat
aktif dalam diskusi dan memberikan gambaran
tentang praktik-praktik monitoring dan evaluasi
(MONEV) program yang selama ini telah
dijalankan dan memberi masukan praktik

MONEV program yang ideal, terutama untuk
program-program prioritas nasional. (UH)
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APEA - Asia Pacific Regional Evaluation Action
Plan Development — 31 Juli 2020

APEA (Asian Pacific Evaluation Association)
kembali mengadakan pertemuan bersama para
evaluator di kawasan Asia Pasifik untuk
membahas implementasi usaha-usaha dalam
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perwakilan pada acara ini melibatkan
perwakilan evaluator dari negara Asia Pasifik
yang meliputi negara India, Indonesia, Filipina,
Sri Lanka, Mongolia, New Zealand, Australia, dll.
Dalam hal ini UN General Assembly (Sidang
Umum PBB) serta Agenda Evaluasi Global
menyerukan kebutuhan peningkatan kapasitas

evaluasi nasional. Melalui pertemuan ini,
masing-masing evaluator perwakilan dari
setiap negara menyusun kerangka Teori

Perubahan bersama-sama dalam penguatan
peran evaluasi di level nasional untuk mencapai
tujuan global pembangunan berkelanjutan.
Kerangka Teori Perubahan yang disusun
bersama tersebut tidak saja mencakup isu
peningkatan kapasitas evaluasi namun juga

profesionalisasi evaluasi, penguatan ikatan
komunitas dalam evaluasi, mempromosikan
evaluator muda dan penguatan VOPE

(Voluntary Organizations for Professional
Evaluation) atau organisasi volunteer dalam
evaluasi, pelibatan anggota parlemen dalam
penggunaan evaluasi, mempromosikan sistem
dan kebijakan evaluasi nasional, dan
penggunaan evaluasi dalam laporan
pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, MONEV Studio sebagai
entitas yang mendukung pembangunan
berkelanjutan turut berpartisipasi aktif dalam
memberikan input untuk bersama melakukan
perubahan pada bidang evaluasi. Dua hal yang
MONEV Studio dukung secara aktif yaitu pada
profesionalisasi evaluasi dan pengembangan
kerjasama untuk pembangunan kapasitas
evaluasi. (LD)
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Konsultasi Nasional ADB dan CSO di Indonesia
mengenai Kerangka Kebijakan Penanganan
Pandemi COVID-19 — 3 Agustus 2020

Asian  Development Bank  mengadakan
Konsultasi Nasional bersama CSO sebagai
bagian dari kerangka kerjasama terhadap

respon negara Indonesia untuk menghadapi
pandemi COVID-19. Komite ini berdiskusi dan
menghasilkan masukan kepada pemerintah
dalam strategi Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). Program CARES (COVID-19 Active
Response and Expenditure Support) di
Indonesia yang didukung oleh ADB membantu
pemerintah Indonesia untuk mengkaji kebijakan
kesehatan yang pada saat bersamaan juga
menaggulangi dampak ekonominya.

MONEV Studio sebagai salah satu institusi
termuda dalam forum tersebut memberikan
pendapat mengenai respon kebijakan COVID-19
di Indonesia. Pandemi yang telah berlangsung
di Indonesia sejak bulan Maret 2020 belum
menemukan jalan keluar, kondisi kebijakan
yang sering berubah dari waktu ke waktu
membuat penanganan pandemi ini semakin
kehilangan arah. MONEV Studio berpendapat
bahwa terdapat celah kebijakan dalam
kerangka penanganan pandemi COVID-19 di
Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memiliki
kerangka kebijakan yang berbeda setelah
adanya pandemi ini terutama kaum marjinal,
pekerja dan golongan berpendapatan rendah.
(DFS)

Peningkatan Kapasitas MONEV Program YESS
Pusdiktan-Kementan — 26 Agustus 2020

Dalam rangka peningkatan kapasitas bidang
monitoring dan evaluasi bagi pengelola Youth
Entrepreneurship and Employment Support
Services (YESS) Program baik di Pusat maupun
Daerah, Kementerian Pertanian akan
mengadakan bimbingan teknis pada pelaksana
MONEYV dari program tersebut di daerah.

Sasaran kegiatan ini adalah agar peserta
mampu memahami secara umum pengertian
MONEV, memahami input, output, outcome dan
dampak kegiatan YESS sesuai tujuan dan target
yang ingin dicapai, serta pada akhirnya mampu
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mengimplementasikannya di daerah masing-
masing.

Pada pelatihan tersebut, MONEV Studio

berkesempatan untuk memfasilitasi pelatihan,
mulai dari pemberian materi hingga praktek
latihan dan diskusi mendalam tentang MONEV
yang akan dilakukan. Suasana berlangsung
interaktif karena para peserta antusias terhadap
materi-materi yang belum pernah didapatkan
sebelumnya. (DAP)

Adayang BARU dari MONEY Studio!

MONEV Studio mempersembahkan MONEV
4.0, sebuah aplikasi digital pertama dalam
bidang penelitian, monitoring, dan evaluasi;
dimulai dari fasilitasi belajar hingga fasilitasi
praktek secara langsung. Aplikasi ini dapat
diunduh melalui sistem operasi Android.

Di dalam MONEV 4.0, kalian dapat
mengakses dan terhubung langsung dengan
kanal-kanal dan produk-produk literasi
MONEV Studio lainnya, dalam bentuk:
podcast, video learning, buku saku,
MONEVpedia, chat, sosial media, dan buletin
ini. Ayo unduh segeral!
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